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Di Indonesia isu kejahatan narkotika pada era modern ini merupakan suatu tindak 

kejahatan luar biasa. Pada umumnya salah satu terjadinya suatu kejahatan narkotika 

dimulai dari mencoba menggunakan zat atau obat dan berakhir dengan kecanduan. 

Upaya penanggulangan masalah narkotika, tidaklah cukup dengan satu cara 

melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan 

dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. 

Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, 

represif dan rehabilitatif. Undang-undang narkotika telah menjelaskan bahwa 

seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan bunyi Pasal 54 UU 

Narkotika. Di Indonesia, seorang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan 

narkotika hanya dapat memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitasi bila telah 

memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 

2010. Center of Detention Studies (CDS) menjelaskan bahwa narapidana tindak 

pidana narkotika menjadi yang terbanyak. Sebagian besar yang memenuhi 

kapasitas Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana tindak pidana narkotika; 

yang terdiri dari pecandu, penyalahgunaan, peredaran, hingga pelaku perdagangan 

gelap. Faktanya hanya Sebagian kecil yang memperoleh rehabilitasi dikarenakan 

anggaran negara belum cukup membiayai kebutuhan narapidana di tempat 

rehabilitasi. Karena itulah program rehabilitasi masih sedikit diterapkan. 

Implementasi rehabilitasi merupakan realisasi dari sebuah aturan, hal ini sangat 

penting karena dengan sebuah implementasi dapat diketahui apakah suatu aturan 

tersebut sudah benar-benar terlaksana atau tidak. 

Tujuan Penelitian skripsi ini untuk mengetahui kriteria bagi pecandu narkotika yang 

dapat direhabilitasi dan mengetahui pengaturan rehabilitasi terhadap pecandu 

narkotika yang memenuhi asas keadilan. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis 

penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. pendekatan 

yang peneliti gunakan untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini adalah 

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual 

(Conceptual Approach) dan Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). 

Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya 

melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka. 

Kriteria rehabilitasi terhadap pecandu narkotika telah tercantum pada Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat 
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Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam 

Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kewenangan dapat 

menghukum rehabilitasi ini berdasarkan Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 4d sifatnya 

wajib. Kewenangan “dapat” menghukum rehabilitasi baik terbukti salah maupun 

tidak terbukti bersalah ini adalah kewenangan ekstra yang diberikan kepada hakim 

selain kewenangan menghukum terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dan 

membebaskan terdakwa yang tidak terbukti salah. Kewenangan ini bersumber dari 

Pasal 103 Ayat (1) UU Narkotika. Namun, kepada para Hakim dalam memberikan 

putusan rehabilitasi sosial dan medis tetap memperhatikan dan merujuk Surat 

Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010. Idealnya, untuk kriteria di 

masa akan datang menurut peneliti harus diadakan beberapa perubahan. Yaitu, pada 

barang bukti pemakaian bisa lebih dari pada satu hari. Karena saat ditangkap, tidak 

bisa diputuskan bahwa pelaku menggunakan narkotika di hari mereka tertangkap 

tangan. Dari bukti waktu pemakaian tersebut kemudian pihak penyidik harus 

melampirkan hasil tes urin dari Asesmen. Dalam hal ini agar bisa diketahui sudah 

sejauh mana pemakaian oleh pecandu tersebut. Sejauh ini Rehabilitasi terhadap 

pecandu Narkotika masih belum memenuhi Asas Keadilan. Pandangan teoritis 

terhadap fakta-fakta dari masalah ini terus menerus menjadi sebuah tantangan. 

Karena dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang kurang sesuai prosedur, 

seringkali dari pihak penyidik tidak melampirkan hasil Asesmen tingkat 

penggunaan Narkotika. Dalam praktiknya, tergolong sedikit dari asesmen yang 

dilakukan, dan tidak disertai tes urin. Itulah sebabnya Hakim selalu mendapat 

tantangan setiap kali memutuskan untuk memilih rehabilitasi atau memutus 

kurungan penjara. Untuk itulah inisiatif pengalihan ke rehabilitasi harus dimulai 

dari bawah pada tahap investigasi. Dengan melakukan hal itu, kesediaan penyidik 

untuk mengubah praktik mereka pada awal tahap investigasi akan berdampak pada 

rehabilitasi pengguna narkotika. Rehabilitasi merupakan tujuan hukum agar 

tercapainya asas yang paling penting, yaitu Asas Keadilan. Salah satu cara untuk 

menerapkan Asas Keadilan adalah Dekriminalisasi pecandu narkotika. 

Dekriminalisasi pecandu narkotika merupakan sebuah konsep hukum yang 

bertujuan untuk mengubah pendekatan dalam menangani penyalahgunaan 

narkotika dari pendekatan kriminal menjadi pendekatan kesehatan dan rehabilitasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 

1. untuk dapat dilaksanakan rehabilitasi, harus ada hasil Assesmen dari Tim 

Assesmen Terpadu (TAT) atau hasil visum untuk bisa direhabilitasi. Dari hasil 

Assesmen nanti akan diketahui berapa lama seorang pecandu narkotika sudah 

menggunakan zat aktif tersebut, dan berapa gram pemakaian (pemakaian 

tingkat sedang, ringan, berat). Idealnya, untuk kriteria di masa akan datang 

menurut peneliti harus diadakan beberapa perubahan. Yaitu, pada barang bukti 

pemakaian bisa lebih dari pada satu hari. Karena saat ditangkap, tidak bisa 

diputuskan bahwa pelaku menggunakan narkotika di hari mereka tertangkap 

tangan. 
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2. Kedudukan pecandu narkotika dalam Asas Keadilan terdapat pada Pasal 54, 

Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. Sejauh ini Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika masih belum 

memenuhi Asas Keadilan. Untuk itulah inisiatif pengalihan ke rehabilitasi 

harus dimulai dari bawah pada tahap investigasi. Dengan melakukan hal itu, 

kesediaan penyidik untuk mengubah praktik mereka pada awal tahap 

investigasi akan berdampak pada rehabilitasi pengguna narkotika. Agar Hakim 

tidak harus melakukan upaya ekstra di peradilan untuk menemukan fakta yang 

sebenarnya.   
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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian skripsi ini untuk mengetahui kriteria bagi pecandu narkotika yang 

dapat direhabilitasi dan mengetahui pengaturan rehabilitasi terhadap pecandu 

narkotika yang memenuhi asas keadilan.  

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini 

bersifat preskriptif analitis. pendekatan yang peneliti gunakan untuk menganalisis 

isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute 

Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan Pendekatan 

Perbandingan (Comparative Approach). 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama untuk dapat dilaksanakan 

rehabilitasi, harus ada hasil Assesmen dari Tim Assesmen Terpadu (TAT) atau hasil 

visum untuk bisa direhabilitasi. Dari hasil Assesmen nanti akan diketahui berapa 

lama seorang pecandu narkotika sudah menggunakan zat aktif tersebut, dan berapa 

gram pemakaian (pemakaian tingkat sedang, ringan, berat). Idealnya, untuk kriteria 

di masa akan datang menurut peneliti harus diadakan beberapa perubahan. Yaitu, 

pada barang bukti pemakaian bisa lebih dari pada satu hari. Karena saat ditangkap, 

tidak bisa diputuskan bahwa pelaku menggunakan narkotika di hari mereka 

tertangkap tangan.  Kedua Kedudukan pecandu narkotika dalam Asas Keadilan 

terdapat pada Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. Sejauh ini Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika masih 

belum memenuhi Asas Keadilan. Untuk itulah inisiatif pengalihan ke rehabilitasi 

harus dimulai dari bawah pada tahap investigasi. Dengan melakukan hal itu, 

kesediaan penyidik untuk mengubah praktik mereka pada awal tahap investigasi 

akan berdampak pada rehabilitasi pengguna narkotika. Agar Hakim tidak harus 

melakukan upaya ekstra di peradilan untuk menemukan fakta yang sebenarnya.   
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